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BUPATIGOWA 
PERATURAN DAER.AH KABUPATEN GOWA 

NOMOR 09 TAHUN 2011 

TENTANG 

PAJAK RESTORAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

I 
I 
I 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI GOWA, 
a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b 

Undang-Undang ·. Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
maka Pajak Restoran merupakan jenis Pajak 
Daerahj 

b. bahwa untuk memungut Pajak sebagaimana 
dimaksud huruf a diatas, rnaka perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah, 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 
tentang ·· Pembentukan Daerah-Daerah 
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tarnbahan . Lembaran Negara Republik 
IndonesiaNomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
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BUPATIGOWA 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA 

NOMOR 09 TAHUN 2011 

TENT ANG 

PAJAK RESTORAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
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·I 
I 
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Menimbang 

Mengingat 

BUPATI GOWA, 
a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b 

Undang-Undang . Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
maka Pajak Restoran merupakan jenis Pajak 
Daerahj 

b. bahwa untuk memungut Pajak sebagaimana 
dimaksud huruf a diatas, maka perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 
tentang ·· Pembentukan Daerah-Daerah 
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan .. Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 
undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang- 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 
tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4966); 
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7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara . Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara · Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

8.,Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
. tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Le�baran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

. Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
. "Leinb� Negara . Republik Indonesia 
Nomor 4737); . 

10. Peraturan Pemerintah Nomr 69 Tahun 2010 
tentang Tata Cata Pemberian dan 
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah clan• Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara. Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119); · 

11. Peraturan Pemerintah Nomor91 Tahun 2010 
tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut 

. Berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah atau 
Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak 
(Lembaran Negara -: Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 153); 

3 



12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 
Tahun . 2008 tentang Urusan Pemerintahan 
yang Menjadi . Kewenangan Pemerintah 
Kabupaten . Gowa . (Lembaran Daerah 
Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 3). 

Dengan Persetujuali Bersama 

DEWANPERWAKILANIUKYATDAERAH 
KABUPATEN GOWA 

dan 

BUPATIGOWA 

MEMUrUSKAN: 

metapkan ,: ''PE:RATIJRAN . D�RAH KABUPATEN 
GOWA TENT ANG PAJAK RESTORAN 

·'BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
dam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
· Daerah adalah Kabupaten Gowa. 
Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa beserta Perangkat 
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 

. Kabupaten Oowa. · 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. · 
Bupati adalah Bupati Gowa. 
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5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 
perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku. 

6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang 
dibentuk oleh DPRD Kabupaten Gowa dengan persetujuan 
bersama Bupati Gowa, · 

7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Gowa. 
8, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kabupaten Gowa, 
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi 

wajib kepada daerah yang terutang oleh orangpribadi atau 
badan yang bersifat mem:aksa berdasarkan Undang-Undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun 
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 'terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik 

.negara (BUMN), ataubadan usaha milik daerah (BUMD) 
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun,' persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 
lainnya. lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan 
oleh restoran. 

12. Restoran adalah fasilitas · penyedia makanan dan/atau 
minuman dengan dipungut bayaran, · yang mencakup juga 
rumah makan, kafetaria, kantin; warung, bar dan sejenisnya 
termasukjasa boga/katering . 

13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat 
dikenakan pajak. 

14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang 
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mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satn) bulan kalender atau 
jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling 
lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib 
Pajak untuk menghitung/menyetor dan melaporkan pajak 
yang terutang. 

16. Tahun Pajak adalahjangkawaktu yang lamanya 1 (satu) tahun 
kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku 
yang tidak sama dengan tahun kalender. 

17. Pajak -yang terntang adalah pajak yang harus dibayar pada 
. suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam 
Bagian Tahun Pajak, sesuai dengan ketentuan Peraturan 
perundanga))Ildangan perpajakan daerah. 

18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan 
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan 
pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 

19. Insentif . adalah • adalah sistem kompensasi yang diberikan 
kepada SKPD pengelola pajak yang menghasilkan pendapatan 
dan penerimaan daerah, . dimana jurnlah yang diberikan 
tergantung dari hasil yang dicapai. 

20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak objek 
pajak dan/atau. bukan objek pajak dan/atau harta dan 
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan perpajakan daerah. 

21. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 
. dengan SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak 
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah 
dilakukan dengan cara lain Ke Kas Daerah melalui tempat 
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati 

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya 
disingkat dengan SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan besarnya jurnlah pokok pajak, jumlah kredit 
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pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya 
sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus 
dibayar. 

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang 
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak 
yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah 
ditetapkan. 

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya 
disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan 
jumlah kredit pajak atau.pajak tidak terutang dan tidak ada 
kredit pajak . 

· 25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 
disingkat SKPDLB, · adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena 
jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang . 
atau seharusnya tidak terutang. 

26. Surat Tagihan -Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 
:. STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau 

sanksi administratifberupa bunga dan. atau denda. , · 
27. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 

membetulkan kesalahan tulis; kesalahan hitung, dan/atau 
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang 
terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak 'Ferutang, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak · Daerah 
Kurang Bayar, -Surat Ketetapea. Pajak Daerah Kurang Bayar 
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak 
Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan 
Keberatan. 

28. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas 
keberatan atas surat keberatan terhadap surat pemberitahuan 
Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
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Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau 
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib 
Pajak. 

t Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas 
banding terhadap surat Keputusan Keberatan yang diajukan 

. oleh Wajib Pajak.,; 
). Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh 

Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan 
yang dapat diajukan · banding, berdasarkan peraturan 
perundang-undangan peipajakan yang berlaku. 

i. Pembukuan • adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan 
secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi 
keuangan yang meliputi harta, 'kewajiban, modal, penghasilan 
dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan 
barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan 
keuangan berupa neraca dan. laporan laba rugi untuk -periode 
Tahun Pajak tersebut .. •- . 

2. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
. mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan 
secara objektif. dan .profesional berdasarkan suatu standar 
pemeriksaan untuk menguj] kepatuhan pemenuhan kewajiban 

. perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan Jain dalam rangka 
meJaksanakan .. ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah, · , 

;3, Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 

. membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah 
.. yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

. BAB II . 
NAMA, O}JJEK D'.AN SUBJEK PAJAK 

. .. Pasal ·2 · 
Dengan Narna Pajak Restoran, dikenakan pajak atas pelayanan 
yang disediakan oleh Restoran. 
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Pasal :3 
(J) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oJeh 

Resto ran. , 
(2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau 
minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di 
tempat pelayanan maupun di tempat Jain. 

(3) Tidak termasuk sebagai obyek Pajak Restoran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) .adalah pelayanan yang disediakan 
oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi 
Rp 1.000.000,- /bulan (satujuta rupiah perbulan). 

Pasal 4 
(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang 

membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. 
(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang 

mengusahakan Restoran. . 

BAB ill 
DASAR PENGENAAN TARIF DAN DASAR 

PERIIlTUNGAN PAJAK 

Pasal 5 
Dasar pengenaan Pajak Restoran adalahjumlah pembayaran yang 
diterima atau yang seharusnya cittiiruna Restoran. 

Pasai 6 
Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar iO% (sepuluh persen) 

Pasal 7 
Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan 
cara mengalikan tarif sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6 
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5. 
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Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau 
pemungutan oleh pihak ketiga ya.og diajuka.o oleh Wajib 
Pajak. 

t Putusa.o Ba.oding adalah putusan bada.o peradilan paj ak atas 
banding · terhadap surat Keputusa.o Keberatan ya.og diajuka.o 

. oleh Wajib Pajak._; 
). Ba.odi.og adalah upaya hukum yang dapat dilakuka.o oleh 

Wajib Pajak atau pe.oa.oggung pajak terhadap suatu keputusa.o 
ya.og dapat diajukan · bandi.og, berdasarka.o peratura.o 
peru.oda.og-u.oda.ogan perpajakan ya.og berlaku. 

i. Pembukuan adalah suatu proses pencatata.o ya.og dilakukan 
secara teratur u.otuk mengumpulkan data da.o informasi 
keuangan yang meliputi harta,0kewajiba.o, modal, penghasilan 
dan biaya, serta jumlah harga peroleha.o dan penyeraha.o 

. barang atau jasa, ya.og ditutup dengan menyusun laporan 
.· keuangan berupa neraca da.o laporan laba rugi untuk -periode 
Tahun Pajak tersebut. .. .. 

2. Pemeriksaan .adalah serangkaia.o kegiatan. m:enghimpun da.o 
. . mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan 

secara <>bjektif. dan .. profesional berdasarkan suatu sta.odar 
pemeriksaan untuk mengujl kepatuhan pemenuhan kewajiban 

. perpajaka.o daerah dan/atau untuk ·tujuan lain dalarn rangka 
melaksanakan . ketentua.o peraturan perunda.og-undangan 
perpajakan daerah- · , 

,3. Penyidikan tindak pida.oa di bidang perpajakan daerah adalah 
serangkaian tindaka.o yang dilakukan oleh penyidik untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 

. membuat terang tindak pidana di bida.og perpajakan daerah 
.. yang terjadi serta menemukan tersangkanya, 

. BAB II . 
NAMA, Oa.JEI{ D:AN· SUBJEK PAJAK 

. .· .. Pasal 2. 
Denga.o Narna Pajak Restoran, dikenaka.o pajak atas pelaya.oa.o 
yang disediakan oleh Restoran. . . 
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Pasal :3 
(1) Objek Pajak Restoran adalah pelaya.oa.o yang disediaka.o oleh 

Restoran. . . 
(2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi pelayanan penjuala.o makanan dan/atau 
minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di 
tempat pelayanan maupun di tempat lain. 

(3) Tidak termasuk sebagai obyek Pajak Restora.o sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) .adalah pelaya.oan yang disediaka.o 
oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi 
Rp 1.000.000,- /bulan (satu juta rupiah perbula.o). 

Pasal 4 
(I) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang 

membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran . 
(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang 

mengusahakan Restoran. 

BABW 
DASAR PENGENAAN TARIF DAN DASAR 

PERHITUNGAN PAJAK 
Pasal 5 

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalahjumlah pembayara.o yang 
diterirna atau ya.og seharusnya dqeruna Restoran. 

Pasai 6 
Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) 

Pasal 7 
Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung denga.o 
cara mengalika.o tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5. 
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B:AB IV 
WILAYAHPEMUNGUTAN 

tlf�:�,,. - , . . . Pasal 8 . . . . 
'1lh1yal1 Pcmungutan Pajak adalah di Kabupaten Gowa, 

BAB V 
MASAPAJAK 

·Pasal 9 . . · 
liasa Pajak adalah jangka w� yang lamanya I (satu): bulan 
:al ender. 

Pasal 10 
1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD. 
2) SPTPD sebagaimana -dimaksud pada ayat (1) harus diisi 

dengan jelas, · benar dan lengkap serta ditandatangani oleh 
Wajib Pajak atau kuasanya. · 

3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 'harus 
disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima 
belas) hari setelah tanggal diterimanya SPTPD oleh Subjek 
Pajak. . 

4) Bentuk, isi dan �ta cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati, .. · · 

.B.Af3 VI 
TATACARAPEMUNGUTAN 

Pasal 11 
1) Pemungutan pajak dilara'ng diborongkan. 
2) 'Setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terutang dibayar 

sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang- 

�>,���� d�1}i0�cmen�;�_c�ajiban mm�� sendiri 
en · · �I>,.. , dnnl11tnu 

tr 

Pasal 12 
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya 
pajak, Bupati dapat menerbitkan : 
(1) SKPDKB dalam ha!: 

a. jika berdasarkan basil pemeriksaan atau keterangan lain, 
pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 

b. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam 
jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis . {• , . ' 
tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan 

· dalam surat teguran; 
c. jika kewajiban mengi�i.SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang 

terutang dibitung secara jabatan. , 
(2) SKPDKBT jika ditemukan data barn dan/atau data yang 

semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan 
jumlah pajak yang terutang, 

(3) SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya 
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak 
ada kredit pajak. 

Pasall3 
(1) Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan 
penyampaian .SPTBD, SKPDKB dan SKPDKBT 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

BABVII 
IN:SENTIF PEMUNGUTAN 

. . Pasal 14 . . 
(1:,. Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi 

insentif atas dasar pencapaian kineija, 
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B:AB IV 
WILAYAHPEMUNGUTAN 

. Pasal 8 
Wlluy1tl1 Pemungutan Pajak adalah di Kabupaten Gowa, . . . . . 

BAB V 
MASAPAJAK 

Pasal 9 . . · 
.fasa Pajak adalah jangka waJrni yang lamanya 1 (satu) bulan 
:alender. 

Pasal 10 
1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD. 
2) SPTPD sebagaimana .. dimaksud pada ayat (1) harus diisi 

dengan jelas, · benar dan lengkap serta ditandatangani oleh 
Wajib Pajak atau kuasanya. · 

3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1); ·harus 
disarnpaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima 
belas) hari setelah tanggal diterimanya SPTPD oleh Subjek 
Pajak. ... " . . , . . 

4) Bentuk, isi danjata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati. " · · · 

.BAB VI 
TATACARAPEMUNGUTAN 

Pasal 11 
1) Pemungutan pajak dilara'ng diborongkan. 
2) 'Setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terutang dibayar 

sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang- 
,.g� perpJiJlf::P�;. . ; , . . . .. 

Piwc >:�, 1!\cmenuhi.<��wajil,>an. 
, ,,.JL 

Pasal 12 
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya 
pajak, Bupati dapat menerbitkan : 
(1) SKPDKB dalam hal: 

a. jika berdasarkan basil pemeriksaan atau keterangan lain, 
pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 

b. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam 
jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis . {• , . ' 
tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan 

· dalam surat teguran; 
c. jika kewajiban mengi�{SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang 

terutang dibitung secara jabatan. , 
(2) SKPDKBT jika ditemukan data barn dan/atau data yang 

semula belum terungkap yang menyebabkan penarnbahan 
jumlah pajak yang terutang, . 

(3) SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya 
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak 
ada kredit pajak. 

Pasall3 
(1) Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan 
penyampaian SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 11 ayat (3) diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

BABVII 
�SENTIF PEMUNGUTAN 

. . Pasal 14 . . 
(1:,. Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi 

insentif atas dasar pencapaian kineija, 
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2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan. melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Dae rah. 

3) Penerima pembayaran Insentif dan besarnya pembayaran 
Insentif ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 

BABViII 
- -StliuT TAGIHAN PAJAK 

Pasal.15 
3upati dapat DJ.enerbitkan S1PD jika : 
1. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; 
>. dari hasil penelitian SP1PD terdapat kekurangan pembayaran 

sebagai akibat salah tulis dan/atau sal� hitung; - 
,. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga 

dan/atau denda, -, 

BAB IX 
TATACARAPEMBAY�DANPENAGIHAN 

Pitsal 16 
'I) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan 

penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) 
hari kerja setelah saat terutangnya pajak. 

:2) SKPDKB, SKPDKBT, S1PD, Surat- Keputusan Pembetulan, 
.Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang 
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah 
merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalarn 
jangka waktu paling lama .1. (satu) bulan sejak tanggal 
diterbitkan. - ' 

;3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak ·setelah memenuhi 
persyaratan yang ditentukandapat memberikan persetujuan 

' kepada Wajib' -Pajak untuk mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak, dengan dikenakari bunga sebesar 2% (dua 
persen) setiap bulan. 
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( 4) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda 
pembayaran serta - tata cara pernbayaran angsuran dan 
penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 1_7 _ 
(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas; 
(2) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB; SKPDKBT, 

', STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
Keberatan dan Putusan Banding, yang tidak atau kurang 
bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan 
Surat Paksa; - 

(3) _Penagihan - pajak dengan Surat Paksa . dilaksanakan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 18 
(1) Pernbayaran pajak dilakukan di Klis Daerah .atau tempat lain 

yang ditunjuk oleh Bupati sesuai walctu yang ditentukan 
dalam SKPDi<B, SKPDK.BT, dan STPD; 

(2) Apabila pembayaran pajak dilaknkan di tempat lain yang 
· 'ditunjuk, hasil penerimaau pajak harus disetor ke Klis daerah 

selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu' yang 
ditentukan oleh Bupati; 

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
(2) dilakukan dengan menggunakan SSPD. 

Pasal 19 
(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

19 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat 
dalam buku penerimaan; _ 

(2) Bentuk jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku 
penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), diatur 
dengan Peraturan Bupati. 
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Pasal20 . ;. 
1) S�t Teguran, atau Surat Peringatan atau surat Jain yang 

s71enis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak 
dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. 

2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat 
Te� �tau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, 
Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang. . 

3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis 
. sebagaimana diin�ud pada ayat (l) dikeluarkan oleh pejabat, 

Pasal 21 
1) Apabila jumlah pajak yang haius dibayar tidak dilunasi dalam 

jangka waktu sebagaimana ditentulcan dalam Surat Teguran 
. atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah 

pajalc yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa. 
2) Pejabat �en7rbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh 

. sa�) hari sejak tanggal Surat ;f eguran atau Surat Peringatan 
' atau surat lain yang sejenis, . .. ; . ·':: . ;. 

. . J>�saJ 22 . , . 
\.pa�ila pajak rang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka 
,.� 2 x 24 Jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, 
iejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan 
>enyitaan. · 

'Pasal 23 
Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga 
nelunasi utang pajaknya, setelah lewat IO (sepuluh) hari sejak 
anggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, 
iejabat mengajukan permintaan penetapan · tanggal pelelangan 
cepada Kantor Lelang Negara. 

, · .·, ·Pasal ·24 · 
:1) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal, jam 

clan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberital!ukan 
dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak. 
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(2) Setelah jadwal pelelangan sebagaimana ayat (I) ditetapkan, 
maka pejabat menetapkan lelang. 

(3) Tata cara pelelangan diatur oleh ketentuan yang berlaku. 

Pasal 25 
Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk 
pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan 

-Bupati . 

BAB X 
KEDALUW ARSAPENAGIHAN 

. iasal 26 r 

(1) Hale untuk melakukan penagihan pajak, menjadi kedaluwarsa 
setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung 
sejak saat terutangnya pajak, kecuali · apabila Wajib Pajak 
melakulcan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. . 

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana .dimaksud pada 
. ayat (1) tertangguh apabila: · 

a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau 
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik 

Jangsung maupun tidak Jangsung. 
(3) Dalam ha! diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa 

sebagaimana dimaksud ·pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa 
penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa 
tersebut. 

( 4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan 
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan 
belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah, 

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf'b dapat diketahur Jari pengajuan 
permohonan . angsuran atau penundaan pembayaran dan 
permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. 
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Pasal 27 
)) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak 

untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 
:2) Bupati menetapkan Kercu�. penghapusan Piutang Pajak 

yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada 'ayat (1). 
:J) Tata cara pengbapusan piutang pajak yang sudah 

kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. 

. BAB XI 
PENGURANGAN, KERING�AN DAN PEMBEBASAN 

PAJAK 
. Pasal. 2� 

l) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat 
memberikan pen�giµi, keringanan, dan pembebasan . pajak, . .. . . 

!) Tata cara pem�rian pengurangan, keringanan, dan 
pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (I), diatur dengan Peraturan Bupati, 

BAB" XII;,, 
'EMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN 
sANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU 

· PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK 
Pasal 29 

I) Atas permohonan Waj1b Pajak atau karenajabatannya, Bupati 
dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD 

· · SKPDN, ata� SKPD_LB . y;m� · dalam penerbitannya terdapat 
kesalahan tulis dan/atau .a.es::..ahan hitung dan/atau kekeliruan 
penerapan ketentuan tertentu dalam peratutan perundang- 
undangan perpajakan daerah. 

!) Bupati dapat : 
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a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif 
berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak -yang terutang 
menurut peraturan . perundang-undangan perpajakan 
daerah, dalam ha! sanksi tersebut dikenakan karena 
kehilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; 

b. rnengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, 
atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; 

c. mengurangkan atau membatalkan STPD; 
d. membatalkanhasilpemeriksaan atau ketetapan pajak yang 

· dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara 
yang ditentukan; dan 

e. mengurangkan ketetapan pajak .· terutang berdasarkan 
pertimbangan kemampuan rnembayar Wajib Pajak atau 
kondisi tertentu objek pajak. 

(3) Permohonan pembetulan, pernbatalan, pengurangan ketetapan 
dan penghapusan sanksi administratif atas , SKPDKB, 

. SKPDKBT, dan S:Q'D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
.... , .. harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada 

· · Bupati, atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 
sejak tanggal diterima .. SKPDKB, SKPDKBT atau. STPD 

. dengan memberikan alasan yang jelas. . 
( 4) Bupati atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat 

· permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, 
sudah harus memberikan keputusan. 

(5) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) Bupati atau pejabat tidak memberikan 
keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, 
pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan 
sanksi administratif dianggap dikabulkan, 

(6) Ketentuan lebih laajut mengenai tata -� pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau 
pernbatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) diatur dengan Peraturan Bupati. 
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BAB XIII 
PENG]l)MBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 

Pasiil 30 
(1) Wajib Pajak dapat inengajukan permohonan pengembalian 

kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati · atau pejabat 
secara !ertulis dengan filenyebutkan sekurang-kurangnya: 
a ·nama dan alamat pajak; · 
b. masa Pajak; 

· c. besarnya kelebihan pernbayaran pajak; 
.d.· ' alasan yang jelas. ' '. ' ' 

(2) Bupati atau pejabat dalamjangka waktu paling lama 12 (dua 
belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian 
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memberikan keputusan; · 

(3) �pabila J_angka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
· dilampaui, Bupati atau �jabat tidak inemberikan keputusan, 
.. �ohona�r �n.gembal1an kelebihan pembayaran · pajak 

.dianggap dikabulkan clan· SKPDLB harus ditetbitkan dalam 
·. . waktu paling lama 1 (satu) bulan; . 
( 4) Apah!la Wajib Pajak mempunyai utang . pajak Iainnya, 

. kelebihan pem��aran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ·. 
(3� langsung dihitung utituk melunasi terlebih dahulu utang 
paiak dimaksud; · ' . · 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam 
waktu · paling · lama '2 ( dua) bulan sejak diterbitkannya 
SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar 
Kelebihan Pajak (SPMKP); 

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan 
setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB 

. Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% 
(dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran 
kelebihan pajak. · · · · 
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·"Pasal 3'1 
Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan 
utang pajak Iainnya, sebagaimana dimaksud dalam _Pasal 30 ayat 
(4), pembayarannya dilakukan dengan cara memmdah?ukuk� 
dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti 
pembayaran. 

". ·! .. ,' 

I .BAB XIV 
. KEBERATAN DAN BANDING 1:, .• ,. •• . 

Pasal32·. 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada 

Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu: 
a SKPDKB; 
b. SKPDKBT; 
c. SKPDLB 
d. SKPDN; dan . . , . :i'i 

. e. Pemotongan atau pem\lllgutan oleh pihak ketiga 
berdasarkan ' ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah, · . . ,. · .. - ,, . 

. (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
harus disampaikan secara tertulis.idalam bahasa Indonesia 
dengan disertai alasan-alasan yang jelas. ·. 

(3) Keberatan harus diaj� dalam jangka waktu paling lama 3 
(tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan ata� 
pemungutan sebagaimana dimaksud pada �yat (1), kecu:ili 
jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu 
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah 
membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib 

�* ' 
(5) Keberatan yang tidak memen=b! -ersyaratan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3} dan ayat (4) tidak 
dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak 
dipertimbangkan. 
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5) Tanda penerimaan suratr}{�beratan yang diberikan oleh Bupati 
atau pejabat yang ditunJuk atau tanda pengiriman surat 
keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti 
penerimaan surat keberatan- 

Pasal 33 
I) Bupati dalam jangka wa1ctu paling lama 12 (dua belas) bulan 

seiak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi 
keputusan atas keberatan yang diajukan. 

2) .. Keputusan Bupati · atas: keberatan da'p�t' berupa menerima 
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya 
pajak yang terutang. · 

3) Apabila jangka waktu seba�aimana dimaksud.pada ayat (1) 
telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, 
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkim. 

fasal 34 
I) Waji� �ajak_da�at meniaJukan permohonan banding hanya 

kepada · Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai 
keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati. 

l) _P�oholiah banding sebagairilana dimaksud pada ayat (1) •. _· 
diaJ\ikan"· sec�a tertulis · _dlilam bahas,a Indonesia, dengan 

. alasan yang _Jel'.15 dal� J��- �aktu 3 �tiga) bulan sejak 
keputusan ditenma, 'dilampm salinan dari surat keputusan 
keberatan tersebut, - 

3)'Pengajuan :Jl!:i'mohonan banding menangguhkan kewajiban 
me�b�yar pajak sampai_dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal 
penerbitan Putusan BandJJlg. 

Piisal 35 
I) J� pengajuan keberatan atau permohonan banding 

dikabulkan sebagie-i atau selumhnya, kelebihan pembayaran 
pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 
2%. (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua 
puluh empat) bulan. 
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(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 
sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya 

· SKPDLB. 

BAB XV 
SANKSI ADMINISTRATIF 

'L . '. . .. 

· · Pasal 36 
.(1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB 

· · sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b 
: 1dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% 
(dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau 
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua 
pulub empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak. 

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam S�DKBT 
sebagaimana dimaksud pada : Pasal ·,12 ayat (2) dikenakan 
sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% ( seratus 

. persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. . ·.. _ . - 
(3) Jumlah pajak yang terutang dalam S:iq>DKB sebagaunan� 

dimaksud.pada Pasa)J2 ayat (1) huruf c dikenakan �1 

administratif benipJ jqinaikan sebesar 25% (?llll puluh lima 
persen} .dari pokok pajak ditambah sanksi admini�tif berup� 
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap .bulan, dihitung dari 
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 
paling- lama 24 ( dua puluh empat) bulan dihiturig sejak saat 
terutangnya pajak. 

(4)JUllllali . kekurangan pajak yang terutang dalam STPD 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a dan buruf b 
ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 
2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima 
belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. ._ 

(5) Dalam hal keberatan Wajib ,Pajak ditolak atau dikabuikan 
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa 
denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak 
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak 
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 
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(6) Dalarn hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding 
sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh 
:��bagaimana yang dimaksud pada ayat (6) tidak 

(7) Dalam hal permohonan , banding ditolak atau dikabulkan 
sebagian, Wajib Pajak <l,iJ._¢qai sanksi administrasi 100% 
(seratus persen) clan jumlah, pajak berdasarkan Putusan 
B_anding .dikurangi derigan ·pe"mbayaran pajak yang telah 
dibayar sebelum niengajukan keberatan. 

(8) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum 
dilakukan tindakan pemeriksaan, · . . . 

BAB XVI 
KETENTUAN PIDANA 

··Pasal37 
(1� Wajib Pajak yang. �arena kea!P.ruinnya tidak menyampaikan 

· SPTP'o atau �engisr d��gan · tidak benar atau tidak lengkap 
· .. ata� ��lamp1;1"k,an keterangan yang · tidak benar sehingga 

· · memgikan. k�uangan daerah dapat dipidana dengan pidana 
kutungan paling lam.a _1 (satu) ta!1Uti atau pidana denda paling ·. · 
banyak 2. ( dua) kali jumlah pajak · terutang yang tidak atau · 
kurang dibayat. • . , .. . · . · 

(2) Wajib Pajak yan� . dengan �ngaja . tidak menyampaikan 
SPTPD atau �eng1s1 dengan tidak benar atau tidak lengkap 
atau �elamprrkan .keterangan yang tidak benar sehingga 
mei:ugikan . keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana 

. penjara paling lama� �dua) tah� atau pidana denda paling 
banyak 4 ( empat) kali jumlah pajak terutarig yang tidak atau 
kurang dibayar. ' · 

(3) Denda 'pidana sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) merupakan penerimaan negara. ·, 
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Pasal 38 
Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah 
melampaui jangka·waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya 
pajak atau berakhimya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian 
Tahun Pajak atau berakhimya Tahun Pajak yang bersangkutan . 

BAB XVII 
PENYIDIKAN 

Pasal39 
(1) Pejabat .Pegawai Negeri Sipil tertentu · di l�gkun.g� 

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik 
i.mtuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang 
perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang- 
Undang Hukum Acara Pidana. · 

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti 

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana. 
di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan 
tersebut menjadi lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran 
perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana 
perpajakan daerah; . 

c. meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana di liidang 
perpajakan daerah; 

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan 
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli. dalam rangka pelaksanaan 
tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan 
daerah: . ' .. 
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g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang 

. berlangsung dan memeriksa identitas. orang dan atau 
dokumen yang dibawasebagaimana dimaksud.pada huruf 
e; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
di bidang perpajakan daerah; 

i. memanggil orang untuk ·didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. melakukan tindakan · lain yang perlu untuk kelancaran 

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan · 'daerah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan 
basil penyi4ik�oriY.a '_. kepada Penuntut Umum melalui 
Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai 

· dengan ketentuan . _ yang diatur dalarn Undang-Undang 
· Hukum Acara Pidana. . 

, .. , ]JAB XVIlI .. 
K;ETENTUAN PENUTUP 

. Pas.31 40 
Hal-ha! yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang 
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati. 

Pasal 41 
Pada saat PeraturanDaerah ini mulai berlaku: · 
(1) · · Penituran Daerah Nom:or 4 Tahun 1961 tentang Pemungutan 

Pajak Pembangunan I; . . 
(2) Perafuran iJderah Nomor 6 Tahun 1961 tentang Pemungutan 

· dan Penagihan Pajak izin Rumah Kopi; " · · . 
(3) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pajak 

Pembangunan I dalam wilayah Kabupaten Dati Il Gowa; 
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(4) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel 
dan Restoran; 

(5) Peraturen Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perubahan 
Pertama Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1998 tentang 
Pajak Hotel dan Restoran; 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 42 
�eraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Gowa. 
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